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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR G TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROMOSI INVESTASI DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT 

Menirbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

botwa untuk meiaksanakan ketentuan pasat 20 ayat (6) 

Peratunan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penanamar 
Modat Provins! Kalimantan Barat, pertu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pel3ksanaan Promosi 

Imvestzsi Derah Provins Kalmantan Parat; 

1. Udang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang 

Pembentukan Doeran-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan 
Barat, Kali«mantan Seiatan dan Kanirnantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 N0mo 
65, Tambafn Lembran Negara Repute Indonez 
Nomor 1106); 

.2, Undang-Undang Nomar32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintatan Daerah sebagaimans telan beberapa kaal 
diubah, dan yang terakhi denyan Undang-Urdang Nomor 

12 Taun 2008 Tentang Perutatan edua Atas Undang­ 

Undang Nomcr 32 Tanun 20034 Tentang Pererinatan 

Daerah (Lembaran Negara Reputhik Indonesia Tan 

2008 Nomor_59, Tambathan Lembaran Negara Repubtk 
Incnea Nomor 4844); 

3. unang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Te0tang 
Pcrzrrn ! (Lzrtaran Negrz Rct {ad:ca 

Tann 2007 Nomor 67, Tambatan Lerrbran Negara 

Republk Indonesia Nomor 4724); 

4, Undang-Undang Nomor 14 Tatun 2008 Tentang 
Keterbukaan Intornasi Putlk (Lembaran Negara Republk 

Indonesta Tahun 2008 Nomor 61, Tambanan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nomor -48-46); 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tertang 

Pelayanan Publik (Lemtaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Reputlik Indonesla Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Reputlik Indonesla Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

523#); 

7, Peraturan Pemerintah Nornor 44 Tahun 1997 Tentang 

Kertraan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 91, Tambahan Lerbaran Negara Republix 
Indonesia Nomor 3718); 

8. Peraturan Pererintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang 
Pedoman Peryusunan Standar Pelzynan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 
150, Tambahan Lembaran Negara Repubktk Indonesia 

tNomor 4585); • 

9 .Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urrsan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pererintahan Daerah Provins» dan Pemerintanan Daerah 
atupaten/Kota (Lerbaran Negara Reputlik Indonesia 

Tahun 2007 Nomnor 82, Tambahan tembaran Negara 
Repubtk Indonesia Nomor 4737); 

. _ .  .  .  .  · . ·  '  .  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang 
Investasi Pemerintah (Lemharan Negara Repubfk 
Jndonesla Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lemntaran 

Negara Republik Indonesia Nam0or 4812); 
1 1 .  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan 

Pererintahan Yang Menjadi Kewenangan Provins 
Klimantan Barat (iembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

8arat Tahun 2008 Noror 9, Tambaha Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8); 

12. Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 2011 Tentang 
Penanaman Modal dl Provinsi Kalimantan Earat (Lemboran 

Daerah Provinsi Kalimantan Brat Ta h u n  2011 Nomor 2, 
Tarrbahan Lemtaran Daerah Provins! Kalmantan Barat 

Nomor 2). ' 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PROMOSI INVESTASI DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur in#, yang dimaksud denga0: 

I .  Oaeran adalah Provinst Kamantan Barat. 

2. Sekretanis Daerat adatah Sekretaris Derah Provinsl Kalimantan Barat. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerab, yang selanjutnya isingkat SKPD adaleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

4. Badan Penaraman Madai dan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu, yang selanjutrra 
disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu 
Sat Pintu Provins Kalimantan Barat 

5. Promosi adaiah perkenaian (dalarn rangka memajukan usaha, dagang, dan 

=..=..z-..z.e:; 
peritanan, demonstrast, dan usaha lain yang bersifat persuasif. 

6. Promosi Primer adalah usaha untuk memperkenalkan potensi aerah di sektor 
primer. 

7. Promosi Sekunder adalah usaha untk remperkenatkan potensi aerah di 
seitzr sekunder. 

8, Promosi Terser adalah adatah usaha untuk memperkenalkan potessi daerah 

1 sektor tersier. 

9. Investasi adalan penanaman uang atau mdat dt suatu perusanaan atau 

provei urtuk tujuan remperolet keuntungan, 

10.Ang9arsn Pendapatan Belarja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 
adiet anggaran yang terada pada SKPD ) jajaran Pemerintah Provins: 
Kalimantan Parat. 

Pasal 2 

Maksu itetapkacrrya Peraturan Guternur in) adalah sebagal acuen atau 

ped0man bagi Satuan erja Perangkat Daerah, dunia usaha dan pihak-pibak 

berkepentingan dalarm me#aksanakan promost investasi Provins! Kalimantan Barat. 
+ ' ,  ' , "  +  
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Pasal3 

Tujuan dart Peraturan Gubernur Ini adalah : 

a .  Penguatan pencitraan daerah (inage buding) sebegai daerah tujuan investast ' 

vanq menarik dengan mengimplementaslkan kebijakan pro penanarnan modal 
dan menyusun rencana tindak pencttraan daerah (mage bunking) okasi 

, 

b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), 

terarah dan inovatif; 

c. Pelaksanaan kegiatar promosi di dalam neger dan luar negeri dalarm rangka 

pencapaian target investasi yang teiah drtetapkan; 

LE..E::r== 
e. Penguatan peran fasiltas! kegiatan promosi secara pro aktif untuk 

mentransformasi minat investasi menjadi realsast investasi. 

Pas3l 4 

Ruang Lngkup Peraturan Gubemnur ini adaiah meliputi cakupan, bentuk, dan tata 
cara promos investasi. . · - ;  

Pasal 5 

a±z:.z:7z:7:z 
maupun seizor terser, yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di tar 
neg€ri. 

.. ·  .. • 

Bertuk promosi investasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal adalan berupa kegiatan, antara lair t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

a. Parer3n[Expo. 

t. Temu Bisnis (Business Meeting). 

c. Seminar. 
\r4lee±ye 

i. 'h e  /, 

e. Forum Bisnis (Business Forum), 

f Promosi melalul media (cetaik dan/atau elektroni). 

. ' ' . ' ' . 
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98tbentk tain yang sejenis dar/atau yang bertufuan sema untuk promos 
IOV'l',;,,jwSt. . . . . . . · · . .  ·  .  .  .  ·  .  .  .  .  .  ·  .  .  .  .. . · . 

Pasat 7 

(1)Tata car3 promos! investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 4 meiuti 
penyvelenggaraan promosi investasi yang dilaksanakan oieh BPM'TSP, 
beosama-sama dengan Kementerlan/Lemnbaga Pernenntah Repubik Indonesia, 
dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provins Kalimantan Barat, dan}atau 

pekerjasama dengan pihak lain. 

(2)Penyelenggraan prorosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan agenda promos yang ditetapkan melalu Keputusan 
Guternur, an/atau dapat juga dakukan di #uar agenda promos dengan 
memperhatikan urgensi dan nitat strategis dant kegiatan promosi dimaksud. 

Pasal 8 

{1)tamanya waktu pelaksanaan promos! investas yang dilaksanakan dalam 

Z 7 3z z z  

z.z.r.ee.ze..z 
dengan sat hart sesudah penyelenggaraan kegiatan ang dlakukan danjatau 
di~kuti. 

Pasal9 
; .%  ""  '  tf  s  (g;gel+gr nMcney i d  , ,  get3; rfi ete f + y  zanan promos» Irsusun per1asatan [0Cetust IfvesKsi yang ad~ Gaer0l, antara 

ain dalar bentuk Buku, Brosur, Leaflet dan/atau CD/DD yang remuat potensi 
+nvestasi, serta sarmpel produk. 

Pas1 10 
Pembiayaan untuk pelaksanaan keglatan promost investasi, baik di dalam 
maupun luar negeri, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bela2nja 

Daerah (AP8D) Prinsi Kaiirmantan Barat, pada masing-rasing SKPD, 
. ' . . . . .  '  '  . . . ..  • ' •  '  . . . .  
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Pasal!: 

Peraturan Gubernur in mulat berlaku pada tanggal dundangxar 

Agar setap orang mengetahuinya, memerdntahkan pengundangan Peraturan 

Guternr st dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalmantan 
&arat. 

Drtetapkan du Pontianak 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

ttd 

CORNELIF 

Dundengkan di Pontianak 

Pada tanggal s $ 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN BAAT, 

ttd 

M. ZEET HAMDY ASOVIE 

BERITA DAEPAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 
· · . 

NOMOR ..e... 


